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BAB V 

PENUTUP 
 

5. 1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peredaran Helm Non SNI di 

Kota Padang Perspektif Fikih Muamalah, dapat disimpulkan bahwa pertama,  

praktik jual beli helm non SNI masih berlangsung cukup marak, terutama di 

pusat perdagangan seperti Pasar Raya dan sektor informal. Faktor yang 

melatarbelakangi penjual meliputi minimnya pengetahuan dan edukasi 

terkait SNI, kurangnya pengawasan serta sosialisasi dari pemerintah, 

tingginya permintaan pasar terhadap helm murah, dan pertimbangan 

ekonomi yang menyesuaikan daya beli masyarakat. Dari sisi pembeli, alasan 

utama membeli helm non SNI adalah harga yang terjangkau, rendahnya 

pengetahuan tentang SNI, pengaruh gaya hidup konsumtif, dan keterbatasan 

pendapatan. 

Kedua, dalam perspektif fikih muamalah, praktik jual beli helm non 

SNI yang dilakukan tanpa informasi jelas kepada pembeli mengandung unsur 

gharar (ketidakjelasan) dan tadlīs (penipuan), yang dapat membatalkan 

keabsahan akad. Selain itu, penjualan helm yang tidak memenuhi standar 

keselamatan bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan 

perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun transaksi tersebut sah secara formal, secara 

substansi tidak memenuhi standar etika muamalah Islami. jual beli helm non-

SNI dalam pandangan fikih muamalah adalah sah dari sisi rukun karena 

adanya penjual, pembeli, dan akad, namun tidak sah dari sisi syarat, 

khususnya syarat objek akad. Helm non-SNI mengandung unsur gharar 

karena kualitasnya tidak jelas dan manfaatnya tidak sesuai dengan tujuan 

barang tersebut diciptakan. Penjual juga memiliki tanggung jawab moral dan 

hukum untuk tidak memperjualbelikan barang yang berpotensi 

membahayakan. Dengan demikian, transaksi ini pada hakikatnya 
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bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan yang 

menjadi dasar dalam muamalah Islam. 

5. 2.  Saran 

Melihat kompleksitas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian 

ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi 

terhadap perbaikan sistem perdagangan helm di Kota Padang. Pertama, 

kepada pemerintah dan instansi terkait, diharapkan agar meningkatkan 

pengawasan terhadap peredaran produk non SNI, serta menyelenggarakan 

sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada pedagang mengenai pentingnya 

standar keselamatan produk, baik dari segi hukum maupun agama. Selain itu, 

perlu dilakukan pelatihan teknis bagi penjual agar mampu membedakan 

produk berstandar dan tidak berstandar, sehingga mereka dapat 

menjalankan usaha secara lebih bertanggung jawab. 

Kedua, kepada para penjual helm, dianjurkan untuk lebih 

mengedepankan prinsip amanah dan jujur dalam menjalankan transaksi, 

serta mulai meninggalkan praktik penjualan helm non SNI yang berisiko. 

Penjual juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi 

yang jujur dan transparan kepada konsumen, sekaligus menjadi bagian dari 

edukator keselamatan berkendara. 

Ketiga, kepada konsumen, perlu ditanamkan kesadaran bahwa 

membeli helm yang murah tetapi tidak aman justru dapat merugikan diri 

sendiri dalam jangka panjang. Konsumen sebaiknya mulai 

mempertimbangkan aspek keselamatan dan kualitas produk, serta menolak 

produk yang tidak sesuai dengan standar nasional sebagai bentuk 

perlindungan diri dan orang lain. 

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas 

cakupan penelitian pada aspek hukum positif dan perlindungan konsumen 

secara nasional, atau mengkaji secara mendalam peran produsen dan 

distributor dalam menyuplai produk non SNI ke pasar lokal, khususnya dalam 

bingkai ekonomi Islam dan kebijakan perdagangan. 
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